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ABSTRAK 
 
ANTONIO S. PADAGA (B111 08 412), dengan judul “Tinjauan 
Sosio Yuridis Terhadap Restitusi Bagi Korban Kecelakaan Lalu 
Lintas di Kota Makassar”.Di bawah bimbingan M. Said Karim selaku 
Pembimbing I dan Nur Azisa selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat 
ditempuh oleh korban kecelakaan lalu lintas dalam rangka pemenuhan 
haknya untuk mendapatkan restitusi dan untuk mengetahui kendala-
kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban 
kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar. 
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) 
dan metode penelitian lapangan (field research) yangdilaksanakan 
diPolrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dengan 
mengambil berkas untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh 
korban, proses penggabungan perkara dalam pengadilan, dan kendala 
yang dihadapi dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban kecelakaan 
lalu lintas. Selain itu, Penulis juga mewawancarai pihak-pihak yang 
berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, yaitu Kepala Laka 
Polrestabes Makassar serta Panitera dan Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar.Peneliti juga melakukan pengumpulan data berkenaan dengan 
objek penelitian dan menelaah buku-buku serta literatur yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
Hasil yang diperoleh Penulis dari penelitian ini, antara lain : (1) 
Upaya yang dapat ditempuh oleh korban kecelakaan lalu lintas di Kota 
Makassar dalam rangka pemenuhan haknya untuk mendapatkan restitusi, 
yaitu dengan mengajukan penggabungan perkara dalam proses sidang di 
Pengadilan dan melalui jalur non litigasi, yaitu melalui jalur perdamaian 
antara pelaku dan korban. (2) Kendala yang dihadapi dalam upaya 
pemenuhan restitusi bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar, 
antara lain ketidaktahuan masyarakat awam akan adanya Penggabungan 
Perkara Gugatan Ganti Kerugian, terasa sulit bagi korban karena menyita 
banyak waktu dan proses yang berbelit-belit, dan jumlah ganti rugi yang 
diputuskan tidak sesuai dengan kerugian korban. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah Negara hukum yang berkembang dan sangat 
rentan terhadap berbagai tindak pidana dalam kehidupan sehari-hari 
setiap warganya. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang banyak, 
dan dikarenakan pula oleh rendahnya tingkat perekonomian dan 
pendidikan warga masyarakat yang mengakibatkan timbulnya berbagai 
upaya untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik, sekalipun 
dengan cara yang tidak benar. 
Dalam Negara hukum, setiap pelaku penyimpangan diharuskan 
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Norma hukum dibuat 
untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. 
Dengan konsekuensi, pemerintah harus menjamin adanya suasana aman 
dan tertib dalam bermasyarakat dalam arti apabila ada warga negara yang 
merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak mendapatkan perlindungan 
hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Oleh karenanya dalam 
menegakkan atau menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, maka 
diperlukan sanksi sedangkan sanksi ada apabila ada hukum yang 
mengaturnya. 
Dalam hukum pidana yang menjadi pokok pembahasan ada tiga 
aspek yaitu masalah perbuatan, pertanggungjawaban dan pidana itu 
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sendiri dalam hal ini sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi bagi yang 
melakukan pelanggaran. Berkaitan dengan ketiga permasalahan tersebut 
dalam ranah pembahasan baik secara teori maupun dalam 
operasionalnya tidak dapat disatukan atau dicampuradukkan satu dengan 
yang lainnya, karena merupakan unsur yang berbeda-beda yang 
disatukan dalam satu bagian yaitu hukum pidana. Seseorang dikatakan 
telah melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak 
sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat dan hal ini telah 
termasuk dalam perundang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang 
berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas 
kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari 
pada perbuatan itu” (R.Soesilo, 1995 : 27) 
Makna dari pasal tersebut di atas biasa dikenal dengan istilah asas 
legalitas yang mana hampir semua Negara yang menyatakan negaranya 
sebagai Negara hukum menganut asas tersebut, dengan tujuan 
perlindungan dari penguasa yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. 
Ruang lingkup pidana berorientasi pada kepentingan umum apabila 
terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan 
terjadi goncangan, sehingga perlu upaya untuk menegakkan hukum yaitu 
dengan menindak si pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang 
berlaku. Upaya penegakan hukum yang telah ada maupun yang sedang 
berlangsung, kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak 
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terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum 
berupa kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum 
dalam lingkungan masyarakat. 
Realita hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat tidak 
semudah yang dipaparkan di atas karena banyak permasalahan yang 
komplek bermunculan terutama diantaranya permasalahan perbuatan 
pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan 
perkembangan masyarakat menuju era modern, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa modernisasi turut bertanggung jawab dalam 
melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas. Hal tersebut berdampak 
pada keberadaan hukum pidana kita yang berbentuk kodifikasi sehingga 
terkesan kaku. 
Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya, dalam kehidupan 
sehari-hari kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu 
peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam 
pengalaman kita, ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu 
sendiri. Kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit untuk dihilangkan 
selama manusia masih ada.  
Meskipun tidak pernah didambakan kehadirannya, kejahatan dapat 
terjadi kapanpun dan dimanapun, dilakukan oleh siapapun dan ditujukan 
kepada siapapun. Oleh karena itu, berbagai cara telah diupayakan untuk 
menguranginya. Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi 
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dalam masyarakat tersebut, merupakan hal yang sangatlah perlu untuk 
diperhatikan sehingga mengundang Pemerintah (Negara) sebagai 
pelayan sekaligus pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya 
dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-
norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat. Kejahatan 
tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang bertentangan atau 
melanggar peraturan hukum, sehingga pelakunya diancam dengan 
hukuman atau pidana. Hal tersebut sejalan dengan definisi hukum yang 
dikemukakan oleh Achmad Ali (2008 : 30-31) sebagai berikut: 
“Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang 
tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang 
boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga 
dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut 
bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber 
lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam 
masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh 
warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam 
kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan 
memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk 
menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.” 
Suatu kejahatan merupakan hasil interaksi karena adanya interelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dalam kejahatan, 
pelaku dan korban sama-sama berkedudukan sebagai partisipan, yang 
terlibat secara aktif dan pasif. Dengan kata lain, masing-masing 
memegang peranan penting dan menentukan. (Rena Yulia, 2010 : 74). 
Maka dari itu, sehubungan dengan hukum pidana yang berperan 
langsung dalam mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan yang 
dilarang maupun diharuskan beserta aturan pidananya, diperlukan pula 
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kajian berdasarkan hubungan antara terjadinya suatu kejahatan tersebut 
dengan peranan korban dari kejahatan itu sendiri. 
Dalam rangka pelaksanaannya yang mantap, diperlukan adanya 
dasar-dasar pemikiran yang mendukung pelayanan terhadap korban 
kejahatan. Oleh karena itu, di samping ilmu kriminologi dan viktimologi 
selaku pendukung hukum pidana dalam hal penerapan, adalah mutlak 
bagi kita untuk juga memahami dan mengembangkan dari sisi yuridis yang 
dapat memberikan pemikiran untuk dapat memahami masalah dengan 
mengkaji undang-undang serta penanggulangan permasalahannya secara 
rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat. 
Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan 
merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, kota ini merupakan 
yang terbesar di Indonesia Timur dan merupakan kota terbesar keempat 
di Indonesia. Makassar memiliki luas areal 175,79 km2 dengan penduduk 
sebanyak kurang lebih 1,5 juta jiwa sehingga kota ini sudah dapat disebut 
sebagai kota Metropolitan. Dengan jumlah penduduk yang besar, tentunya 
berpengaruh juga dengan kepadatan lalu lintas yang terjadi di Kota 
Makassar. Data terakhir yang Penulis dapatkan, jumlah kendaraan 
bermotor yang ada di Kota Makassar ialah sebanyak 1,7 juta unit dengan 
rata-rata perkembangan setiap tahunnya sebesar 12%. Besaran tersebut 
di dominasi oleh kendaraan bermotor roda dua sebanyak 75,80% dari 
jumlah 1,7 juta. Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor tersebut 
menyebabkan kemacetan di jalan-jalan protokol. 
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Hal tersebut tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus oleh 
pihak yang berwajib untuk menjamin keselamatan pengendara dalam 
berlalu lintas. Banyaknya perbedaan antara teori dan prakteklah yang 
menjadikan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang 
sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
menjadi kacau balau dalam penerapannya. Oleh karena itu peran 
masyarakat selaku pengguna lalu lintas dan angkutan jalan harus terus 
ditingkatkan agar mampu mengatasi keadaan itu dengan menumbuhkan 
rasa kepemilikan bersama yang bertanggung jawab. Namun diakui 
memang tidak semudah membalikkan telapak tangan karena yang akan 
diubah disini adalah sikap buruk manusia yang kadang telah melekat 
dalam diri tiap individu. 
Jadi jelas sekali bahwa faktor utama terjadinya kecelakaan lalu 
lintas ada pada diri pengemudinya sendiri yaitu rasa ingin menang sendiri, 
ingin mendahului tanpa memperhatikan aturan lalu lintas dan keselamatan 
diri sendiri serta orang lain. Banyak pengemudi yang bersifat egois, rasa 
egois yang tidak terkontrol mudah sekali menjadi emosional, sebagai 
contoh seorang pengendara motor yang didahului oleh pengendara 
lainnya dengan kecepatan tinggi, timbul keinginan untuk mengejar dan 
mendahului kembali, maka ia menambah kecepatan sehingga terjadi 
kejar-kejaran, dahulu-mendahului. Segala akal sehat dan pertimbangan 
keselamatan tidak diperhitungkan lagi, hal demikian itu bukan sesuatu 
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yang baru lagi dikalangan pemakai jalan umum. Pandangan yang 
mengerikan itu hampir setiap saat selalu tampak di mata, kewaspadaan 
terhadap ancaman dan bahaya kecelakaan semakin lemah, disiplin 
berkendara menurun dan kemungkinan menyangkut keselamatan orang 
lain sesama pengguna jalan. 
Selain masalah di atas, permasalahan mengenai meningkatnya 
frekuensi pemakai jalan merupakan salah satu faktor pendukung dalam 
terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang semata-mata 
di sebabkan oleh peningkatan itu terjadi karena banyaknya jumlah 
kendaraan bermotor yang menggunakan jasa perhubungan. Sedangkan 
pertumbuhan prasarana fisik yaitu jalan umum tidak sebanding dengan 
peningkatan jumlah kendaraan. Mutu dan lebar jalan masih banyak yang 
belum memenuhi standar yang di kehendaki. Sedangkan setiap 
kecelakaan lalu lintas menimbulkan  kerugian yang tidak sedikit. 
Dari gambaran seperti diungkap di atas sebenarnya harus diakui 
bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tidak berkurang dari hari ke hari 
melainkan semakin hari semakin bertambah seiring dengan 
perkembangan zaman. Dari pemberitaan di berbagai media massa, baik 
itu media elektronik maupun media cetak, dapat diketahui bahwa berita 
mengenai kecelakaan sudah begitu banyak, baik itu karena faktor dari 
manusianya itu sendiri, faktor kendaraan, faktor cuaca, maupun faktor 
jalan tersebut. Demikian pula halnya di Kota Makassar yang di daerah 
tersebut Penulis jadikan sebagai lokasi penelitian. Dari hasil pantauan 
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Penulis masih banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi di daerah ini 
yang disebabkan oleh keempat faktor di atas. 
Dalam pembahasan ini, yang menjadi pelaku dari kecelakaan lalu 
lintas tidak hanya dikenakan sanksi pidana, tetapi juga memberikan ganti 
kerugian (Restitusi) kepada korban. Hal ini jelas tertera dalam Bab XIII 
KUHAP tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, secara 
khusus dalam Pasal 98. 
Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti 
permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosio 
Yuridis Terhadap Restitusi bagi korban kecelakaan  Lalu Lintas”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan 
di atas maka masalah penelitian yang penulis dapat dirumuskan adalah 
sebagai berikut : 
1. Upaya apa yang dapat ditempuh oleh korban kecelakaan lalu 
lintas di Kota Makassar dalam rangka pemenuhan haknya untuk 
mendapatkan Restitusi? 
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam upaya 
pemenuhan Restitusi bagi koban kecelakaan lalu lintas di Kota 
Makassar? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan 
yang melandasi penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh 
korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar dalam rangka 
pemenuhan haknya untuk mendapatkan Restitusi. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya 
pemberian Restitusi bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota 
Makassar. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 
penelitian sejenis secara mendalam. 
2.  Manfaat Praktis 
a. Bagi pemerintahan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
masukan dalam mengambil kebijakan publik terutama berkaitan 
dengan masalah lalu lintas pada umumnya, khususnya dalam 
memahami proses Restitusi bagi korban kecelakaan lalu lintas 
di Kota Makassar. 
b. Bagi pribadi Penulis, penelitian ini merupakan langkah awal 
dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan 
dalam menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Restitusi 
Ganti kerugian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum 
yang diberikan kepada korban kejahatan. Hal ini di pandang perlu karena 
secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga 
internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian 
yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh 
perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya Declaration of Basic 
Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB, 
sebagai hasil dari The sevent United Nation Conggres on the Treatment of 
Ofenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam 
deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan 
yang dapat diberikan kepada korban yaitu: (Rena Yulia, 2010 : 58) 
1. Acces to justice and fair treatment; 
2. Restitution; 
3. Compensation; and 
4. Assistance. 
Bentuk perlindungan lainnya yang diberikan terhadap korban 
menurut Undang-undang demi untuk memberikan rasa aman terhadap 
korban dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai 
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dengan ketentuan. Perlindungan ini di berikan dalam semua tahap proses 
peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. 
1. Definisi Restitusi 
Ganti kerugian memiliki ruang lingkup yang luas, tidak hanya 
diberikan oleh pelaku terhadap korban atau kepada korban salah 
tangkap dan lain sebagainya. Di dalam KUHAP mengatur beberapa 
macam ganti kerugian, antara lain: (Moch. Faisal Salam, 2001 : 347) 
1) Ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP 
akibat seseorang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili 
tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang, atau 
karena keliru orangnya atau salah menerapkan hukum. 
2) Ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai 
Pasal 101 KUHAP yaitu kerugian yang diderita oleh orang 
lain, maka hakim atas permintaan orang tersebut 
menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti 
kerugian kepada perkara pidana itu. 
3) Ganti kerugian berdasarkan hasil peninjauan kembali 
(Herziening) karena ada bukti-bukti baru, dimana tuntutan 
ganti kerugian itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. 
Dasar hukum dari restitusi diatur dalam Pasal 98 KUHAP tentang 
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian. Hal ini memudahkan 
dalam penyelesaian perkara pidana yang dimana korbannya dirugikan 
akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. 
Berikut ini definisi-definisi sebagai pembeda dari ketiga komponen 
diatas, yaitu: (Rena Yulia, 2010 : 59-61) 
a. Ganti rugi 
Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 
99 ayat 1 dan 2 dengan penekanan pada penggantian biaya 
yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau 
korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti 
kerugian terkandung dua manfaat yaitu untuk memenuhi 
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kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan 
dan merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan 
dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban  mengganti 
kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang 
dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan 
langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat 
pelaku. 
b. Restitusi (restitution) 
Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku 
terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga 
sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian 
yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam 
menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah 
dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial 
pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial 
lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti 
kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status 
sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat 
serta nama baik akan lebih diutamakan. 
c. Kompensasi 
Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat 
dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya 
gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat 
dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan 
solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara 
bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk 
melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami 
musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai 
bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung 
bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang 
dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari 
pemerintah atau dana umum. 
Restitusi merupakan suatu alternatif penuntutan yang 
memberikan kemungkinan penyelesaian negoisasi antara pelaku tindak 
pidana dengan korban. Alternatif penyelesaian perkara (Alternative 
Dispute Resolution/ADR) telah dikembangkan dalam hukum perdata, 
dan sebaiknya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum 
pidana. Ide atau wacana dimasukkannya ADR dalam bidang hukum 
pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-
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9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu 
dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua Negara 
mempertimbangkan “privatizing some law enforcement and justice 
functions” dan ADR. ADR bila diterapkan dalam hukum pidana dapat 
berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi. (Barda Nawawi 
Arief, 2007 : 6-8) 
Restitusi sendiri di definisikan sebagai ganti kerugian yang 
diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak 
ketiga, yang dapat berupa pengambilan harta milik, pembayaran ganti 
rugi untuk kehilangan atau penderitaan, atau pengantian tindakan 
tertentu. (pemerintahan.umm.ac.id/files/file/buat%20print.pptx) 
Gugatan ganti kerugian biasanya diajukan dalam peradilan.Dalam 
Pasal 98 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa gugatan ganti kerugian 
hanya dapat dilakukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan 
pidana. 
Dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP tersebut ditentukan juga bahwa 
jika penuntut umum tidak hadir, maka gugatan ganti kerugian diajukan 
selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Biasanya 
ketidak hadiran penuntut umum ialah dalam perkara cepat, contohnya 
gugatan ganti kerugian dalam perkara cepat ialah dalam pelanggaran 
lalu lintas jalan. (Jur. Andi Hamzah, 2011 : 209) 
Dalam hal ini, Penulis menarik kesimpulan mengenai definisi dari 
Restitusi. Menurut Penulis Restitusi merupakan suatu bentuk tanggung 
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jawab seseorang untuk memberikan ganti kerugian terhadap seseorang 
yang oleh karenya orang tersebut mengalami kerugian. Kata restitusi 
secara garis besar memiliki kesamaan arti dengan kata ganti rugi atau 
pun kompensasi, hanya saja mengandung makna dan sasaran yang 
berbeda-beda. 
2. Tujuan Restitusi 
Restitusi hadir bukan tanpa tujuan, tetapi dengan tujuan yang 
sangat jelas dan merupakan suatu solusi yang cukup ampuh dalam 
membantu dan mempermudah penyelesaian hampir semua tindak 
pidana. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis mencoba mengkaji 
mengenai tujuan dari Restitusi. 
Restitusi memiliki peranan penting terhadap korban yang 
dirugikan baik secara fisik, maupun materil. Ganti rugi yang diberikan 
tidak selalu berupa uang, tetapi juga terkadang berupa pemulihan harkat 
serta nama baik. 
Tujuan dari restitusi ialah sebagai bentuk tanggung jawab dari 
pelaku terhadap korban atas kelalaian yang dilakukannya, baik itu 
secara sengaja, maupun tidak sengaja dan juga untuk memberikan efek 
jera kepada pelaku. Selain itu, restitusi yang diberikan juga sebagai 
bentuk perlindungan hukum dan untuk membantu meringankan korban 
dalam mengembalikan kondisi korban atas kerugian yang dideritanya.  
Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti 
kerugian, yaitu: (Chaerudin & Syarif Fadillah, 2004 : 65) 
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1. Meringankan penderitaan korban; 
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan 
dijatuhkan; 
3. Sebagai salahsatu cara merehabilitasi terpidana; 
4. Mempermudah proses peradilan; dan 
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam 
bentuk tindakan balas dendam. 
Yang merupakan tujuan inti dari Restitusi ialah tidak lain untuk 
mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota 
masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan 
diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak 
dan kemampuannya sebagai manusia. Pemberian Restitusi terhadap 
korban tidak merata, karena ganti kerugian harus dilaksanakan secara 
terencana dan terpadu, artinya tidak semua korban patut diberikan ganti 
kerugian karena ada pula korban, baik langsung maupun tidak langsung 
turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu diperhatikan dan 
dilayani dalam hal ini adalah korban dari golongan masyarakat kurang 
mampu, baik secara finansial  maupun sosial. (Rena Yulia, 2010 : 60) 
Berdasarkan uraian diatas, program pemberian ganti kerugian 
kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai 
pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, 
pendekatan kemanusiaan, dan pendekatan system peradilan pidana. 
(Rena Yulia, 2010 : 179) 
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B. Korban 
Korban merupakan salah satu pembahasan yang dibahas oleh 
Penulis. Penulis merasa perlu membahas tentang korban agar kajian yang 
Penulis berikan lebih mudah dipahami. Bagian ini akan membahas 
mengenai masalah terjadinya kejahatan atau penimbulan korban 
kejahatan menurut proporsi yang berbeda, yaitu bukan hanya dari aspek 
penderitaan korban, melainkan juga bagaimana korban sering pula 
memicu dan mengakibatkan terjadinya kejahatan. Maka, perlu kiranya 
untuk kita mengetahui lebih jauh lagi mengenai korban. 
1. Definisi Korban 
Definisi korban tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 
oleh suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Arif Gosita (dalam Rena 
Yulia, 2010 : 49), yang dimaksud dengan korban adalah : 
Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 
tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri 
sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan 
diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan hak asasi yang menderita. 
Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada 
deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut : (Rena Yulia, 2010 : 49-50) 
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Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita 
kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan 
emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata 
terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) 
maupun kelalaian (by omission). 
Dari pengertian di atas, tampak bahwa makna dari korban tidak 
hanya mengacu pada individu atau perseorangan saja, melainkan juga 
mencakup korban yang bukan perorangan (kelompok dan masyarakat). 
Yang dimaksud dengan korban perseorangan ialah korban yang hanya 
terdiri dari satu orang saja, sedangkan yang dimaksud dengan korban 
yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi atau 
lembaga. 
Pengertian korban yang bisa diartikan secara luas adalah yang 
didefinisikan oleh South Carolina Governor’s Office of Executive Policy 
and Programs, Columbia, yaitu : (Soeharto, 2007 : 78) 
“Victims means a person who suffers direct or threatened 
physical, psychological, or financial harm as the result of crime 
against him. Victim also includes the person is deceased, a 
minor, incompetent was a homicide victim and/or is physically or  
psychologically incapacitated.” 
Pengertian di atas, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia, maka akan memberikan pengertian mengenai korban secara 
luas. Menurut pengertian tersebut, pengertian korban bukan hanya 
merujuk pada korban yang menderita secara langsung, akan tetapi 
korban tidak langsungpun juga mengalami penderitaan yang dapat 
diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di 
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sini seperti istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, 
orang tua yang kehilangan anaknya, dan sebagainya. 
Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam 
terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah (Lilik Mulyadi, 2007 : 124) 
menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu : 
a. Nonparticipating victims, adalah mereka yang 
menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut 
berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. 
b. Latent or predisposed victims, adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran 
tertentu. 
c. Provocative victims, adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan. 
d. Participating victims, adalah mereka yang tidak menyadari atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 
korban. 
e. False victims, adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri. 
Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, 
maka Stephen Scharfer (Lilik Mulyadi, 2007 : 124-125) mengemukakan 
tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu :  
a. Unrelated victims, adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang 
potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya 
berada di pihak korban. 
b. Provocative victims, merupakan korban yang disebabkan 
peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. karena itu, 
dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku 
secara bersama-sama. 
c. Participating victims. Hakikatnya perbuatan korban tidak 
disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. 
Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang 
tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik 
sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Pada aspek 
ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. 
d. Biologically weak victims, adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia 
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lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. 
Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada 
masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat 
memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya. 
e. Socially weak victims, adalah korban yang tidak diperhatikan 
oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan 
kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, 
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat 
atau masyarakat. 
f. Self victimizing victims, adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu 
pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban 
karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan. 
g. Political victims, adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kecuali adanya perubahan konstelasi politik. 
 
2. Hak-hak dan Kewajiban Korban 
Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam 
terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki 
hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak 
tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan 
bahwa korban berhak untuk : 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 
dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan 
dan dukungan keamanannya; 
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
d. Mendapat penerjemah; 
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e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
i. Mendapat identitas baru; 
j. Mendapatkan tempat kediaman baru; 
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan; 
l. Mendapat nasihat; dan/atau 
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 
waktu perlindungan berakhir. 
Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku 
untuk melakukan  suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata 
lain tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa 
pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan 
penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah 
penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para  pelaku dapat juga 
terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh  pihak korban apabila 
dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. 
Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan 
kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab 
fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan 
kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu 
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peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara 
yuridis ilmiah. Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita adalah 
sebagai berikut : (Moerti Hadiati Soeroso, 2010 : 115) 
a. Hak korban, antara lain : 
1) Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan 
kemampuan pelaku; 
2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak 
memerlukannya; 
3) Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli 
warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan 
tersebut; 
4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi; 
5) Mendapatkan kembali hak miliknya; 
6) Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya; 
7) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila 
melapor dan/atau menjadi saksi; 
8) Mendapat bantuan penasihat hukum; 
9) Mempergunakan upaya hukum (rechtsmiddelen). 
b. Kewajiban Korban. Kewajiban korban adalah : 
1) Korban tidak main hakim sendiri; 
2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya 
korban lebih banyak lagi; 
3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, 
maupun orang lain; 
4) Ikut serta membina pembuat korban; 
5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak 
menjadi korban lagi; 
6) Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan 
kemampuan pelaku; 
7) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi 
kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya; dan 
8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada 
jaminan keamanannya. 
Walaupun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, tetapi 
korban juga tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam 
implementasinya. Dengan melihat beberapa hak dan kewajiban korban 
yang telah Penulis paparkan di atas, diharapkan masyarakat dapat 
memahami bahwa korban juga memiliki hak-hak yang harus dihormati 
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seperti layaknya manusia yang merupakan bagian dari anggota 
masyarakat. Begitu juga dengan pelaku tindak pidana yang tidak jarang 
menjadi korban main hakim sendiri, adalah sama dengan korban yang 
lain, mereka juga memiliki hak-hak korban yang dimiliki oleh korban 
kejahatan lain karena mereka juga merupakan korban kejahatan. 
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan 
Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan hal 
yang sangat penting dan tidak boleh di pandang sebelah mata. 
Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perlu diberikan. Hal ini 
secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga 
internasional. 
Masalah korban sebenarnya bukanlah hal yang baru, hanya 
karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan nyaris diabaikan. 
Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi  yang 
sama sebenarnya  secara dimensional, maka mau tidak mau kita juga 
harus memperhatikan bentuk perlindungan terhadap korban. 
Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian 
serius, dapat dilihat dari dibentuknya Declaration of Basic Principal of 
Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB, sebagai hasil 
dari The sevent United Nation Conggres on the Treatment of Ofenders, 
yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Deklarasi PBB juga 
telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal 
sebagai berikut: (Muladi, 1995 : 26) 
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1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan 
diperlakukan secara adil (access to justice and fair 
treatment); 
2. Pembayaran ganti rugi (restitution) oleh pelaku tindak 
pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang 
kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana 
dalam perundang-undangan yang berlaku; 
3. Apabila terpidana tidak mampu, Negara diharapkan 
membayar santunan (compensation) finansial kepada 
korban, keluarganya atau mereka yang menjadi 
tanggungan korban; dan 
4. Bantuan materiil, medis, psikologis, dan social kepada 
korban, baik melalui Negara, sukarelawan, masyarakat 
(assistance). 
Perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya 
pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman 
kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan 
ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses 
peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. 
Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada 
KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP 
sebagai hukum acaranya. 
Bila diperhatikan, di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai 
tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHP 
tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal 
ini dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut: (Angkasa, 2004 : 
169-172) 
24 
 
Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan 
yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan 
hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan 
pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana 
terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak 
merumuskan tindak pidana restitusi (ganti rugi) yang 
sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau 
keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP 
cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, 
pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak 
terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang 
melatarbelakanginya sebagaimana dikatakan oleh Herbert 
Packer dan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi 
perbuatan yang dilarang atau kejahatan (offense), orang yang 
melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek 
kesalahan (guilt), serta ancaman pidana (punishment). 
Kedua, KUHP menganut aliran neo klasik yang antara lain 
menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan 
bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan, 
serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek 
yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan 
pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang 
khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur dan 
sebagainya. 
Jika kita meihat penjelasan diatas, maka dapat disimpukan bahwa 
pengaturan KUHP terfokus terhadap pelaku dan pembahasan terhadap 
korban cenderung dilupakan. Idealnya, KUHP juga perlu lebih 
memperhatikan korban sebagai salah satu aspek yang sangat dirugikan 
akibat penderitaan karena perbuatan pelaku. 
Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara 
eksplisit dalam KUHP. Misalnya dalam menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku, perlu juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh 
korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa saja diberikan 
pidana ganti rugi yang mugkin akan lebih bermanfaat bagi korban. (Rena 
Yulia, 2010 : 181) 
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Akses korban dalam proses peradilan merupakan hal yang perlu 
mendapatkan perhatian. Korban memiliki hak untuk mengetahui 
perkembangan kasunya. Apalagi apabila menyangkut pelaku yang tidak 
mampu bertanggungjawab untuk memberikan restitusi terhadap korban, 
maka korban juga dimungkinkan untuk mendapat kompensasi. 
Bila kita melihat dalam KUHAP, ada pasal yang mengatur tentang 
koban, walaupun tak banyak karena KUHAP lebih banyak mengatur 
mengenai perlindungan terhadap tersangka. Hak yang diberikan KUHAP 
terhadap korban dapat ditemukan dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 
KUHAP. 
Ganti kerugian yang merupakan salah satu bentuk perlindungan 
hukum terhadap korban yang ada dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 
KUHAP merupakan satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang bisa 
dijalankan oleh korban yang disebut Penggabungan Perkara Gugatan 
Ganti Kerugian. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian ini 
dilakukan melalui hakim ketua sidang atas permintaan korban yang 
diajukan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan. (Rena Yulia, 
2010 : 182) 
 
C. Lalu Lintas 
1. Pengertian Lalu Lintas 
Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas 
didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas 
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jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah 
prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, 
dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu 
lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, 
kendaraan, jalan dan pejalan kaki. (Leksmono Suryo Putranto, 2008 : 
116) 
Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah 
kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat 
lain dengan menggunakan alat gerak. 
Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, 
nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu 
lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan 
perundangan menyangkut arah lalu lintas, perioritas menggunakan jalan, 
lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. 
Selain Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan 
Angkutan Jalan, sampai sekarang masih berlaku pula dua peraturan 
yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang terkenal 
sebagai Wegverkeer-ordonnantie (Undang-Undang Lalu Lintas di Jalan) 
tanggal 23 Februari 1933, termuat dalam Staatsblad 1933-86 yo 249, 
mulai berlaku 1 Januari 1937, dan Wegverkeers-verordening (Peraturan 
Lalu Lintas di Jalan) tanggal 15 Agustus 1936, termuat dalam Staatsblad 
1936-451, mulai berlaku juga tanggal 1 Januari 1937, jadi bersama-
27 
 
sama dengan Wegverkeers-ordonnantie. (Wirjono Prodjodikoro, 2003 : 
255) 
2. Komponen Lalu Lintas 
Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai 
pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam 
pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan 
dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang 
ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu 
lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan 
geometrik. 
 
 
 
a. Manusia sebagai Pengguna 
Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai 
pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal 
mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu 
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reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut 
masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis 
kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, 
penerangan/lampu jalan dan tata ruang. 
b. Kendaraan 
Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai 
karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, 
perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu 
lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.  
c. Jalan 
Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui 
kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk 
pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan 
aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban 
muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam 
angka kecelakaan lalu-lintas. 
3. Manajemen Lalu Lintas 
Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, 
pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu 
lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan : 
a. usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, 
dan/atau jaringan jalan; 
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b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan 
tertentu; 
c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat 
pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan 
intra dan antar moda; 
d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi 
pemakai jalan. 
1. Kegiatan Perencanaan Lalu Lintas 
Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan 
evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk 
mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan 
persimpangan.  
Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah 
merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk 
menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor 
kecepatan dan keselamatan. Penetapan tingkat pelayanan yang 
diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan 
dilakukan antara lain dengan memperhatikan : rencana umum 
jaringan transportasi jalan; peranan, kapasitas, dan karakteristik 
jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek 
sosial dan ekonomi, penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, 
penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. 
Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini 
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antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan 
pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu 
lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan 
persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta 
pemeliharaan rambu rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi 
isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan. 
Usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan 
usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat.  
2. Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas 
Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas meliputi Kegiatan penetapan 
kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. 
Termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas 
dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, 
penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan 
penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. 
Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas Meliputi : 
a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan 
kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian 
dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-
kebijaksanaaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat 
pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan 
pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai 
kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada 
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ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi 
yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk 
dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan 
kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis 
pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan. 
b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu 
lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin 
tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. 
Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang 
terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya 
menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. 
3. Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas 
Adapun Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas yaitu meliputi : 
a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan 
kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk 
dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian 
pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan 
manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh 
keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat 
dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin 
tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. 
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b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat 
mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan 
kebijaksanaan lalu lintas. 
 
D. Kecelakaan Lalu Lintas 
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas 
Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di 
Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan 
dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban 
manusia dan/atau kerugian harta benda. 
2. Kategori Kecelakaan Lalu Lintas 
Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas : 
a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan; 
Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. 
b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang;  
Kecelakaan Lalu lintas sedang merupakan  kecelakaan yang 
mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan 
dan/atau barang. 
c. Kecelakaan Lalu Lintas berat; 
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Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. 
Pendapat lain mengatakan bahwa kategori kecelakaan lalu lintas 
dibedakan berdasarkan jenisnya, tingkat parah korban, faktor penyebab 
yang berkontribusi, keadaan lingkungan dan waktu. (Leksmono Suryo 
Putranto, 2008 : 135) 
 
E. Proses Pemeriksaan Perkara Gugatan Ganti Kerugian 
1. Waktu Pengajuan Gugatan Ganti Kerugian 
Berdasarkan pasal 98 ayat (1) KUHAP, Penggabungan Perkara 
Gugatan Ganti Kerugian dilakukan jika suatu perbuatan yang menjadi 
dasar dakwaan yang di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pihak 
Pengadilan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan adanya 
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian pada perkara pidana 
ini adalah supaya perkara gugatan pada waktu yang sama diperiksa 
serta diputus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Tentunya 
penggabungan ini akan menguntungkan korban karena dengan cara ini 
ganti rugi atas kerugian terhadap korban akan dapat didapatkan dengan 
cepat, murah dan sederhana. 
Pengajuan permohonan gugatan ganti kerugian dapat dilakukan 
apabila berkas perkara telah masuk dalam Pengadilan Negeri dan 
permohonan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya 
sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. 
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Selanjutnya berdasarkan pasal 98 ayat (1) KUHAP atas permohonan 
tersebut, Hakim Ketua Sidang dapat menetapkan untuk menggabungkan 
perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya. 
2. Pemeriksaan dan Putusan Gugatan Ganti Rugi 
Setelah pihak korban meminta penggabungan perkara gugatan 
Ganti rugi pada perkara pidana, maka pihak Pengadilan Negeri 
menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, 
tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian 
biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban (Pasal 99 ayat 1 
KUHAP). Selanjutnya apabila Majelis Hakim setelah memeriksa 
kemudian menerima gugatan tersebut maka putusan hakim hanya 
memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan oleh korban (Pasal 99 ayat 2 KUHAP). Selanjutnya Putusan 
mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan 
kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat 
kekuatan hukum tetap (Pasal 99 ayat 3 KUHAP). Begitu juga apabila 
putusan terhadap perkara pidana diajukan banding, maka putusan ganti 
rugi otomatis akan mengalami hal yang sama (Pasal 100 ayat 1 
KUHAP). Namun apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka 
permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan 
banding (pasal 100 ayat 2 KUHAP). Ketentuan ini tentunya akan 
berindikasi dapat merugikan korban karena apabila putusan ganti rugi 
tidak sesuai dengan keinginan korban, namun karena atas putusan 
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perkara pidana tidak dimintakan banding oleh pihak pelaku maupun 
Jaksa Penuntut Umum, maka pihak korban harus menerima putusan 
ganti rugi tersebut. 
Dengan dikabulkannya penggabungan gugatan ganti rugi pada 
perkara pidana maka berdasarkan pasal 101 KUHAP, ketentuan dari 
aturan hukum acara perdatalah yang berlaku bagi pemeriksaan gugatan 
ganti rugi. Dalam hukum acara perdata, yang disebut pihak-pihak dalam 
gugatan ganti rugi adalah pihak penggugat dan tergugat. Pihak 
penggugat adalah orang atau pihak-pihak yang mengajukan gugatan 
atas suatu perkara karena merasa hak-haknya telah dilanggar oleh 
seseorang, sedangkan pihak tergugat adalah orang atau pihak-pihak 
yang digugat dan diajukan ke pengadilan karena diduga telah melanggar 
hak seseorang. 
3. Prosedur Pengajuan Gugatan Ganti Rugi 
Berkaitan dengan hukum acara perdata, dalam pasal 118 HIR 
disebutkan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di mana tergugat 
(dalam hal ini Pelaku) berdomisili. Dengan ketentuan seperti ini dalam 
prakteknya akan ada kemungkinan kendala dikarenakan Pengadilan 
Negeri yang memeriksa perkara pidana tidak berwenang mengadili 
gugatan. Ketidakwenangan Pengadilan Negeri ini disebabkan adanya 
perbedaan dasar hukum acara yang digunakan dalam perkara pidana 
dengan gugatan ganti rugi. Berdasarkan hukum acara pidana, maka 
Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana adalah 
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Pengadilan Negeri tempat perkara pidana terjadi, sehingga apabila 
tempat perkara pidana terjadi bukan di wilayah yang sama dengan 
domisili/tempat tinggal pelaku maka gugatan ganti rugi tidak dapat 
diajukan di Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa. Apabila 
Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa tidak memiliki 
kewenangan memeriksa gugatan ganti rugi, maka Gugatan ganti rugi 
ditolak. Hal lain berkaitan dengan hukum acara perdata adalah 
kemungkinan gugatan ganti rugi tidak dapat diterima apabila penggugat 
tidak bisa membuktikan atau memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat 
yang terkait dengan isi atau substansi gugatan ganti rugi yang meliputi : 
a. Harus ada unsur perbuatan melawan hukum seperti melanggar hak 
orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, 
bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan 
kepatutan serta keharusan yang harus diperhatikan dalam 
pergaulan masyarakat 
b. Harus ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku 
c. Harus ada unsur kerugian yang ditimbulkan baik berupa kerugian 
materiil maupun kerugian imateriil 
d. Harus ada unsur adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara 
perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat 
dimintai pertanggung jawabannya.  
Adapun isi dari Gugatan Ganti Rugi tersebut adalah:  
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a. Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga 
persona standi in judicio, yang menerangkan nama, alamat, umur, 
pekerjaan para pihak. 
b. Posita yang merupakan duduk perkara atau alasan-alasan 
mengajukan gugatan , menerangkan fakta hukum yang dijadikan 
dasar gugatan atau disebut juga dengan Fundamentum Petendi. 
c. Tuntutan (petitum), yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta 
oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan atau diperintahkan 
oleh hakim (Pasal 178 ayat 3 HIR). Misalnya pada gugatan ganti 
rugi terhadap pelaku dalam kecelakaan lalu lintas, tuntutan yang 
diajukan adalah pembayaran sejumlah uang atas kerugian materil 
dan / atau immateriil yang diderita korban kecelakaan lalu lintas. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A.  Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di  
Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar untuk 
mendapatkan informasi mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Restitusi bagi 
korban kecelakaan lalu lintas yang didasarkan pada pertimbangan Penulis 
bahwa kasus kecelakaan lalu lintas merupakan kasus yang sering terjadi 
dan mengakibatkan korban yang membutuhkan ganti kerugian (Restitusi) 
terhadap kerugian yang dialaminya, sehingga Penulis berharap akan 
mudah memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang 
penulis ajukan. 
B. Teknik  Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis untuk 
memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini yaitu: 
a. Field Research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. 
Data primer dikumpulkan Penulis melalui wawancara langsung 
dengan pihak-pihak yang berkompeten (polisi) dan melalui 
kuesioner kepada masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui 
dokumen-dokumen, dan arsip-arsip yang diberikan oleh Pihak 
Kepolisian dan Pengadilan. 
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b. Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni 
dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan 
mempelajari berkas perkara yang  ada hubungannya dengan 
objek yang akan dikaji. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar 
untuk menunjang hasil penelitian adalah: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 
penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 
berkompeten (polisi) dan melalui kuesioner kepada masyarakat. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
seperti dokumen termasuk pula literatur bacaan lainnya, peraturan 
perundang-undangan dan peraturan lainnya serta melalui media 
massa yang berkorelasi langsung dengan pembahasan penelitian 
ini. 
D. Teknik Analisis Data 
Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif 
selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk 
memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah 
yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis terhadap Restitusi bagi korban 
kecelakaan lalu lintas. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Korban Kecelakaan Lalu Lintas 
Di Kota Makassar Dalam Rangka Pemenuhan Haknya Untuk 
Mendapatkan Restitusi. 
Dalam hukum pidana materiil, pengaturan tentang ganti kerugian  
masih sangat minim kita temukan, yaitu hanya terdapat dalam Pasal 14c 
ayat (1) KUHAP yang mengatur : “Dengan perintah yang dimaksud dalam 
pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat 
umum bahwa terpidana tidak melakukan tindak pidana, hakim dapat 
menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang 
lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau 
sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”. Pengaturan 
tentang ganti kerugian ini justru lebih banyak diatur dalam hukum pidana 
formil, dapat dilihat dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP dan Pasal 98 
sampai Pasal 101 KUHAP. 
Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur juga mengenai ganti kerugian yang 
yang diberikan oleh pelaku atau pihak yang bertanggung jawab terhadap 
korban. Hal ini tercantum dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur :  
 
“Korban kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan : 
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a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung 
jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau 
Pemerintah; 
b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas 
terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan 
c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi”. 
Mengenai ganti rugi juga diatur dalam Pasal 314 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
mengatur : “Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak 
pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan 
Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak 
pidana Lalu Lintas”. 
 Menyangkut upaya yang dapat dilakukan oleh korban kecelakaan 
lalu lintas yang ingin mendapatkan restitusi, dapat dilakukan dengan jalur 
llitigasi dan non litigasi. Jalur non litigasi dapat dilakukan korban dengan 
cara meminta langsung ganti kerugian terhadap tersangka, atau dengan 
kata lain penyelesaian melalui jalan kekeluargaan. Cara penyelesaian lain 
menyangkut non litigasi yang dapat dilakukan korban ialah dengan 
memakai perantara pihak kepolisian sebagai penengah untuk melakukan 
mediasi apabila ditemukan hambatan-hambatan. Jalur litigasi dapat 
dilakukan korban apabila ditemukan jalan buntu sampai ke tahap 
pemeriksaan di pihak Kepolisian, maka korban dapat meminta agar 
kasusnya dilanjutkan ke Pengadilan. Dalam proses di pengadilan, korban 
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dapat mengajukan Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti 
Kerugian kepada majelis hakim, agar proses pidananya dijalankan 
bersamaan dengan proses perdatanya. Hal mengajukan Permohonan 
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam proses 
persidangan selambat-lambatnya diajukan sebelum penuntut umum 
mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, 
permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan 
putusan. 
Sangat jarang kita temukan korban kecelakaan lalu lintas yang 
menempuh jalan seperti mengajukan Penggabungan Perkara Gugatan 
Ganti Kerugian di pengadilan untuk mendapatkan restitusi sebagai haknya 
sehubungan dengan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap 
korban. Hal ini disebabkan bukan karena mereka tidak mau, tetapi 
kebanyakan korban lebih memilih untuk menyelesaikan masalahnya 
dengan jalan kekeluargaan dengan pemikiran akan lebih mudah dari pada 
harus mengikuti proses persidangan. 
Berdasarkan keterangan dari AKP. Alimuddin. J selaku Kepala Unit 
Laka Polrestabes Makassar, pada kasus kecelakaan lalu lintas, sangat 
jarang ditemukan koban yang melanjutkan perkaranya di tingkat 
pengadilan. Kebanyakan dari mereka meyelesaikannya dengan jalan 
kekeluargaan atau pihak kepolisian selaku mediator mempertemukan 
korban dan pelaku untuk mencari jalan keluar atau solusi terbaik dalam 
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penyelesaian kasus kecelakaan. AKP. Alimuddin. J juga menegaskan 
bahwa kepolisian tidak mengatur tentang ganti kerugian. 
Penulis sempat mewawancarai seorang korban kecelakaan lalu 
lintas yang lebih memilih menyelesaikan kasusnya di tingkat kepolisian. 
Angga Dwi Kusuma Putra, 21 tahun, seorang mahasiswa di Universitas 
Muslim Indonesia menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Jl.Perintis 
Kemerdekaan, tepatnya di jembatan Tello pada hari Selasa, 29 Mei 2012 
pukul 00.30. Menurut pengakuan Angga, saat itu dia melaju dengan 
kecepatan sekitar 60km/jam dari arah Jl. Urip Sumohardjo dengan 
menggunakan motor Yamaha Vixion miliknya. Tiba-tiba di sisi jalan yang 
sama, dengan melawan arah, seorang pemuda bernama Wawan, 25 
Tahun, seorang kuli bangunan dengan menggunakan motor Yamaha Mio 
muncul dan bermaksud memotong arah dengan terburu-buru. Saat itu 
Angga tidak menyangka kalau Wawan akan memotong jalan secara tiba-
tiba dan Angga pun sangat terkejut dan tidak dapat lagi mengendalikan 
motornya sehingga menabrak Wawan. Kecelakaan tersebut ditangani oleh 
Sat. Lantas Polrestabes Makassar, Pos Sudiang. Polisi yang datang ke 
TKP langsung menganalisa TKP dan melakukan penyitaan terhadap 
kedua kendaraan. Angga oleh temannya langsung dibawa ke RS.Wahidin 
Sudirohusodo untuk mendapatkan pengobatan karena mengalami luka 
lecet yang cukup parah pada kaki dan tanganya. 
Pada tanggal 31 Mei 2012, pukul 14.00 Polisi memanggil Angga 
dan Wawan ke Sat. Lantas Polrestabes Makassar, Pos Sudiang guna 
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melakukan mediasi. Merasa telah dirugikan oleh pelanggaran yang 
dilakukan Wawan, Angga pun meminta ganti rugi atas kerusakan 
motornya dan setelah bernegosiasi, Wawan pun setuju untuk membayar 
ganti rugi terhadap Angga senilai Rp. 400.000,-. Walaupun ganti rugi yang 
diberikan tidak sepadan dengan kerugian yang dialami, Angga sudah 
merasa cukup diringankan dengan biaya tersebut, di lain hal Angga 
memaklumi keadaan Wawan yang hanya seorang kuli bangunan. 
Penulis juga sempat mewawancarai korban kecelakaan lain yang 
mengupayakan agar mendapatkan ganti rugi di luar pengadilan. Yitro 
Kurniawan, 25 Tahun, seorang Pegawai swasta di salah satu perusahaan 
IT mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl.Gunung Merapi, samping rumah 
jabatan Gubernur pada hari Jumat, 14 Oktober 2011 sekitar Pukul 16.30. 
Pada saat itu Yitro melintas dari Jl. Jendral Sudirman, baru saja 
membelokkan mobil Toyota Avanza miliknya ke Jl. Gunung Merapi. Saat 
itu mobil Yitro melaju dengan kecepatan sekitar 40km/jam. Ketika melihat 
seorang ibu ingin menyebrang, Yitro mengerem perlahan mobilnya 
dengan maksud memberikan kesempatan kepada ibu tersebut untuk 
menyebrang. Dari belakang mobil Yitro saat itu, Edo, 27 Tahun, seorang 
PNS, dengan menggunakan mobil Toyota Rush, menabrak mobil Yitro. 
Mobil Yitro pun mengalami kerusakan yang cukup parah akibat tabrakan 
itu. Edo mengakui bahwa saat itu dia kurang fokus karena sedang 
mencari telepon genggamnya yang berdering. Seorang polisi yang melihat 
peristiwa tersebut, langsung menghampiri Yitro dan Edo. Polisi tersebut 
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bermaksud untuk menengahi masalah dan mengusulkan untuk 
menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan. Yitro dan Edo pun berdiskusi 
membahas jumlah kerugian yang timbul akibat kecelakaan tersebut. 
Karena merasa bersalah, Edo mengakui kesalahannya akibat lalai saat 
mengemudi. Edo pun setuju untuk membiayai kerusakan mobil Yitro. 
Berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi 
melalui cara penggabungan perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 
sampai Pasal 101 KUHAP, pihak yang berkepentingan perlu 
memperhatikan beberapa hal, yaitu: 
1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana 
itu sendiri. 
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain 
yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung 
dari tindak pidana tersebut. 
3. Gugatan Ganti Kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi 
diajukan kepada “si pelaku tindak pidana” (terdakwa). 
4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan pada terdakwa tadi 
digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus 
bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana 
yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu 
putusan. 
Salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang berlanjut ke 
Pengadilan Negeri Makassar, dengan putusan No. 14/PEN. 
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PID/TPR/2007/PN.MKS yang dipimpin oleh Hakim Bahtera Perangin 
Angin, S.H. telah mengadili perkara terdakwa: 
Nama Lengkap :  Abdul Rahim 
Umur : 29 tahun 
Tempat dan tanggal lahir : Bonto Cinde, Takalar, 10 April 1978 
Jenis kelamin : Laki-laki 
Agama : Islam 
Kebangsaan/Warga Negara : Indonesia 
Alamat : Jl. Syarif Alqadri No.91 Makassar 
Pendidikan terakhir : SMP 
Pekerjaan : Pengemudi 
 
1. Uraian Singkat Kejadian 
Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Veteran Utara 
dekat jalan Kerung-kerung Makassar pada hari Senin, tanggal 
06 Agustus 2007, sekitar pukul 16.00 WITA, antara mobil truk 
tronton No.Pol DD 9640 F yang dikemudikan oleh lelaki Abdul 
Karim, menabrak dari arah belakang mobil Daihatsu Taruna 
No.Pol. DD 189 YC, yang dikemudikan oleh per. Hj. A. 
Kasmawati, akibat dari tabrakan tersebut mobil DD 189 YC, 
terdorong ke depan dan menabrak mobil bus sekolah yang 
ada di depannya. 
Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, ketiga 
mobil yang terlibat kecelakaan awalnya dalam posisi berhenti 
menghadap ke selatan karena ketika itu lampu traffick light 
yang ada di lokasi kejadian lampu warna merah menyala dan 
begitu lampu hijau menyala, ketiga kendaraan bergerak pelan 
namun tiba-tiba mobil bus sekolah mengerem dan berhenti 
karena menghindari sesuatu yang ada di depannya sehingga 
pengemudi mobil No.Pol. DD 189 YC, juga ikut mengerem 
untuk menghindari tabrakan dengan mobil bus sekolah yang 
ada di depannya, namun pengemudi mobil truck tronton yang 
berada di belakang mobil  No. Pol. DD 189 YC tidak 
menyangka bila mobil yang ada di depannya berhenti 
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mendadak, sehingga terjadilah tabrakan sebagaimana 
tersebutdi atas. 
Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut ketiga kendaraan 
rusak, namun tidak menimbulkan korban jiwa. 
 
2. Analisa Kasus 
Berdasarkan fakta baik yang berasal dari keterangan saksi, 
keterangan tersangka dan barang bukti diatas diduga: 
Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2007, 
sekitar pukul 16.00 bertempat di jalan Veteran Utara dekat 
jalan Kerung-kerung Makassar, telah terjadi kecelakaan lalu 
lintas antara truck No. Pol. DD 9640 F dengan mobil Daihatsu 
Taruna No. Pol. DD 189 YC. 
 
3. Analisa Yuridis 
Berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan berdasarkan 
keterangan para Saksi dan Tersangka didapat petunjuk bahwa 
sebelum terjadinya kecelakaan telah terjadi suatu 
Pelanggaran atau kealpaan yang mendatangkan kerugian 
bagi barang orang lain dalam hal ini mobil Daihatsu 
Taruna No.Pol. DD 189 YC milik Hj. A. Kasmawati. Dimana 
pelanggaran atau kealpaan tersebut dilakukan  oleh tersangka 
lel. Abdul Rahim, selaku pengemudi mobil truck No. Pol. DD 
9640 F. 
Bahwa untuk menentukan kelalaian atau kealpaan tersangka 
lel. Abdul Rahim selaku pengemudi mobil truck No. Pol. DD 
9640 F yang menyebabkan terjadi suatu pelanggaran maka 
berpedoman kepada Undang-undang Lalu Lintas dan 
Angkutan jalan: UULAJ No. 14 Tahun 1992 dan PPRI No. 43 
Tahun 1993 sebagai berikut:  
 
Pasal 62 PPRI No. 43 Tahun 1993 
Jarak Antara Kendaraan: 
Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di 
belakang kendaraan lain wajib menjaga jarak dengan 
kendaraan yang ada di depannya. 
 
Tersangka lel. Abdul Rahim pada saat mengikuti atau berada 
dibelakang mobil Daihatsu Taruna No. Pol. DD 189 YC tidak 
menjaga jarak yang cukup yaitu hanya sekitar 3 meter, 
sehingga pada saat pengemudi mobil DD 189 YC mengerem 
mendadak, tersangka juga ikut mengerem mobilnya, namun 
karena jaraknya sangat dekat sehingga tabrakanpun terjadi. 
 
Pasal 28 UURI nomor 14 Tahun 1992 
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Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas 
kerugian yang di derita oleh penumpang dan atau pemilik 
barang dan / atau pihak ketiga yang timbul karena 
kelalaian atau kesalahan dalam mengemudikan 
kendaraan bermotor. 
 
Akibat dari kecelakaan tersebut, Mobil Daihatsu Taruna No. 
Pol. DD 189 YC mengalami kerusakan  pada bagian depan 
dan belakang, dimana penyebab terjadinya kecelakaan 
tersebut adalah kelalaian dari tersangka lel. Abdul Rahim 
selaku pengemudi mobil truk tronton No. Pol. DD 9640 F. 
 
4. Penjelasan Lain-Lain 
Akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut, pihak pemilik mobil 
Daihatsu Taruna No. Pol. DD 189 YC menderita kerugian 
sebesar Rp. 6.000.000,- berdasarkan perkiraan biaya yang 
dikeluarkan oleh bengkel Astra. 
 
5. Kesimpulan/Pendapat 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat di simpulkan 
bahwa tersangka lel. Abdul Rahim pada saat mengikuti atau 
berada di belakang mobil Daihatsu No. Pol. DD 189 YC ia 
tidak menjaga jarak yang cukup, yaitu hanya sekitar 3 meter, 
sehingga pada saat pengemudi mobil DD 189 YC mengerem 
mendadak tersangka juga ikut mengerem mobilnya namun 
karena jaraknya sangat dekat sehingga tabrakanpun tetap 
terjadi. 
Sehubungan dengan pendapat tersebut diatas, maka penyidik 
pembantu berkesimpulan bahwa kepada lel. Abdul Rahim 
selaku pengemudi mobil truk No. Pol. DD 9640 F adalah 
penyebab terjadinya kecelakaan yang didahului oleh suatu 
tindak pelanggaran yang mendatangkan kerugian barang milik 
orang lain, maka kepadanya di wajibkan untuk bertanggung 
jawab dan mengganti atas kerugian barang milik orang lain 
tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 28 UURI Nomor 14 
tahun 1992  tentang Lalu Lintas Angkutan dan Pasal 489 
KUHP. 
 
Dalam kasus kecelakaan ini, Hj. A. Kasmawati selaku korban yang 
menderita kerugian mengajukan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti 
Kerugian pada saat proses peradilan berlangsung. Korban mengajukan 
gugatannya terhadap Abdul Rahim selaku pengemudi dan Darwis selaku 
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pemilik mobil truk No. Pol. DD 9640 F. Dalam gugatannya, koban 
menuntut pengemudi dan pemilik truk untuk membayar sejumlah kerugian 
yang ia derita, yang menurut bengkel Astra, biayanya sekitar Rp. 
6.000.000,-. 
Berikut ini isi permohonan gugatan perdata (penggabungan 
perkara). 
a. Identitas Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) 
Berkenaan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang 
disidangkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2007, saya 
yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : Hj. A. Kasmawati 
Tempat/Tanggal lahir : Pinrang / 02 Februari 1966 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Pegawai Negeri 
Alamat : Jl. Dg. Tata 1 Blok II No.6 Makassar 
Yang selanjutnya di sebut sebagai Penggugat. 
Mengajukan gugatan terhadap: 
I. Abdul Rahim umur 29 tahun, pekerjaan pengemudi, 
agama islam, alamat Jalan Syarif Alqadri No.91 
Makassar, selaku pengemudi mobil truk No. Pol. DD 
9640 F saat terjadinya kecelakaan, selanjutnya 
disebut sebagai tergugat pertama / para tergugat 
II. Darwis, selaku pemilik mobil truk No. Pol. DD 9460 F 
sekaligus majikan dari tergugat pertama tempat ia 
bekerja, selanjutnya disebut sebagai tergugat kedua 
/ para tergugat 
 
b. Duduk Perkara 
Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Veteran 
Utara dekat jalan Kerung-kerung Makassar pada hari Senin, 
tanggal 06 Agustus 2007, sekitar pukul 16.00 wita, antara 
mobil tuk tronton No. Pol. DD 9640 F yang dikemudikan oleh 
lelaki Abdul Rahim (tergugat pertama), menabrak dari arah 
belakang mobil Daihatsu Taruna No. Pol. DD 189 YC, yang 
dikemudikan oleh Hj. A. Kasmawati (Penggugat), akibat dari 
tabrakan tersebut mobil DD 189 YC, terdorong ke depan dan 
menabrak mobil bus sekolah yang ada di depannya. 
Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ketiga 
mobil yang terlibat kecelakaan awalnya dalam posisi berhenti 
menghadap ke selatan karena ketika itu lampu traffick light 
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yang ada di lokasi kejadian, lampu warna merah menyala, dan 
begitu lampu warna hijau menyala, ketiga kendaraan bergerak 
pelan, namun tiba-tiba mobil bus sekolah mengerem dan 
berhenti karena menghindari sesuatu yang ada di depannya, 
namun pengemudi mobil truk yang berada di belakang mobil 
No. Pol. 189 YC tidak menyangka bila mobil yang ada di 
depannya berhenti mendadak, sehingga terjadilah tabrakan 
sebagaimana tersebut diatas. 
 
c. Tuntutan 
Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan pengakuan dari 
tergugat pertama mengakui dengan terus terang kelalaiannya 
sehingga terjadinya kecelakaan dan juga pada saat terjadinya 
kecelakaan, tegugat pertama sedang dalam melaksanakan 
pekerjaannya atas perintah majikannya, dalam hal ini tergugat 
kedua, maka Penggugat memohon dengan hormat, sudilah 
kiranya Bapak / Ibu hakim Pengadilan Negeri Makassar 
dengan keputusan yang dapat segera di jalankan menghukum 
para tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan 
disaksikan oleh petugas Kepolisian dan atau Pengadilan 
secara tunai dengan penerimaan tanda pembayaran yang 
sah, uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 
biaya perbaikan kendaraan sebagaimana estimasi biaya yang 
di keluarkan oleh pihak bengkel Daihatsu. 
Oleh karena itu kami mohon bahwa keputusan dalam perkara 
ini dapat di jalankan sesegera mungkin dengan 
memperhatikan prinsip tanggung jawab dan keadilan serta 
menyita mobil truk  No. Pol. DD 9640 F tersebut di atas 
sampai selesai dilaksanakannya keputusan pengadilan atas 
sidang perkara kecelakaan ini. Penyitaan ini bukan semata-
mata karena mobil truk tersebut menjadi alat bukti tindak 
pidana laka lantas namun juga sebagai jaminan untuk 
tergantinya kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat, serta 
untuk menimbulkan efek jera bagi para tergugat (Casu Quo 
pelaku kecelakaan). 
 
d. Amar Putusan 
Melihat dan memperhatikan ketentuan Pasal 489 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 62 Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas 
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Jalan, dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengadili: 
 Menyatakan terdakwa Abdul Rahim terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu 
lintas” 
 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan 
selama 3 (tiga) hari dan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu 
rupiah) 
 Membebankan terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada 
korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 
 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam 
perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). 
Berikut ini tabel yang berisi data tentang upaya korban dalam 
pemenuhan ganti rugi: 
Tabel 1. Data Non Litigasi, Gugatan Perdata, dan Penggabungan perkara dalam 
penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Dari Tahun 2007-2011 
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 
Non litigasi 57 86 77 433 1113 
Gugatan Perdata - - - - - 
Penggabungan Perkara 1 - - - - 
Sumber Data: Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, 
Tahun 2012  
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 Berdasarkan tabel diatas, tampak jelas kita lihat bahwa sebagian 
besar koban kecelakaan lalu lintas lebih memilih untuk menyelesaikan 
masalah yang mereka hadapi dengan jalur non litigasi. Hal ini disebabkan 
karena jalur non litigasi lebih mudah dari pada harus berurusan sampai ke 
Pengadilan. Hal lain yang menyebabkan lebih banyak korban memiih jalur 
non litigasi ialah ketidaktahuan masyarakat awam tentang adanya 
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian. 
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B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Pemenuhan Restitusi Bagi 
Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar. 
Setiap upaya yang kita lakukan, tidak lepas dari kendala-kendala 
yang sering kali kita temui. Begitupun halnya untuk mendapatkan 
Restitusi, tidaklah mudah karena harus melewati proses yang panjang. 
Hal ini bisa menjadi penyebab utama yang menjadi kendala bagi korban 
kecelakaan lalu lintas untuk mendapakan restitusi sebagai haknya. 
Dalam wawancara penulis kepada salah seorang Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar bernama Bontor Aroean, S.H., M.H. Beliau 
memaparkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi korban kecelakaan 
lalu lintas untuk mendapatkan restitusi adalah faktor ketidaktahuan. 
Masyarakat awam kebanyakan tidak mengetahui tentang penggabungan 
perkara. Kendala lain yang dihadapi adalah dalam penggabungan 
perkara, jumlah ganti rugi yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan 
kerugian yang dialami. Domisili tersangka kasus kecelakaan lalu lintaspun 
harus sama dengan tempat terjadinya kecelakaan apabila korban ingin 
melakukan Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian. 
Selain itu, proses yang panjang juga menjadi kendala untuk korban 
melakukan penggabungan perkara. 
Salah satu kendala yang nyata dalam Penggabungan Perkara 
Gugatan Ganti Kerugian dapat dilihat dalam Putusan No. 14/PEN. 
PID/TPR/2007/PN. MKS. Dalam perkara ini, korban yang bernama Hj. A. 
Kasmawati mengajukan penggabungan perkara, yang di dalamnya 
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mengikut sertakan lampiran perincian biaya perbaikan mobil korban dari 
salah satu bengkel dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). 
Setelah melewati proses yang cukup panjang, hakim pun 
memutuskan dan menghukum terdakwa dengan pidana kurungan 3 
(tiga) hari, denda Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ganti rugi 
sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini tentu 
sangat mengecewakan bagi korban karena ganti rugi yang telah 
diputuskan oleh majelis hakim, sangatlah jauh nominalnya dengan 
kerugian yang diderita oleh korban. Mengetahui jumlah ganti kerugian 
yang tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban, 
penulispun ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim atas hal 
tersebut, tetapi hakim yang saat itu menangani kasus ini sudah tidak lagi 
bertugas di Pengadilan Negeri Makassar. Penulis mencoba untuk 
menganalisa kasus dan menurut penulis, status sosial korban 
merupakan salah satu petimbangan hakim memutuskan jumlah gant rugi 
yang harus dibayar oleh terdakwa jumlahnya di bawah dari jumlah 
kerugian yang dialami oleh korban. Selain itu, kurungan selama tiga hari 
untuk memberikan efek jera kepada terdakwa. 
Kendala-kadala itu juga terjawab di tingkat kepolisian. Menurut 
AKP. Alimuddin. J selaku Kepala Unit Laka Polrestabes Makassar, 
beliau memaparkan bahwa selain ketidaktahuan korban mengenai 
adanya Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian di tingkat 
Pengadilan, korban juga merasa rumit dan menyita banyak waktu jika 
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ingin meneruskan perkaranya di tingkat Pengadilan. Selain itu resiko 
yang akan dihadapi korban ialah jumlah ganti kerugian yang didapatkan 
tidak sesuai. AKP. Alimuddin juga menjelaskan bahwa meninggalnya 
tersangka dan tidak terdapat cukup bukti sehingga penyidikan dihentikan 
(SP3). Hal ini jugalah yang kendala bagi korban untuk mendapatkan 
ganti rugi.  
Berikut ini adalah tabel jumlah kecelakaan dari tahun 2007-2011: 
Tabel 2. Data Jumlah, Akibat, Kerugian Materiil, dan Kasus Selesai 
Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar dari Tahun 2007-Tahun 2011 
Sumber Data: Polrestabes Makassar, Tahun 2012 
 
Berdasarkan tabel diatas, tampak jelas bahwa jumlah kecelakaan 
lalu lintas di Kota Makassar mengalami peningkatan tiap tahunnya, 
kecuali pada tahun 2008 ke tahun 2009. Dengan meningkatnya jumlah 
kecelakaan lalu lintas, seharusnya meningkat pula jumlah kasus yang 
berlanjut hingga ke tingkat Pengadilan dengan permohonan 
penggabungan perkara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis, dari tahun 2007-2011 hanya ada satu kasus yang berlanjut 
hingga ke tingkat pengadilan dengan permohonan penggabungan 
NO THN 
JUMLAH AKIBAT LAKA RUGI KASUS 
LAKA MD LB LR MATERIIL SELESAI 
1 2007 57 54 12 12 Rp.155.050.000,- 57 
2 2008 87 50 44 27 Rp.196.550.000,- 86 
3 2009 78 62 25 27 Rp.139.775.000,- 77 
4 2010 440 118 162 338 Rp.321.965.000,- 433 
5 2011 1203 177 423 1106 Rp.1.476.441.000,- 1113 
JUMLAH 1865 461 666 1510 Rp.2.289.781.000,- 1766 
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perkara. Hal ini disebabkan karena korban terkendala dengan hal-hal 
yang telah penulis paparkan diatas, antara lain: 
1. Ketidaktahuan korban mengenai adanya Penggabungan 
Perkara Gugatan Ganti Kerugian di tingkat Pengadilan; 
2. Proses yang berbelit-belit dan waktu yang lumayan lama 
sehingga menyulitkan bagi  korban; 
3. Penggabungan perkara tidak dapat dilakukan apabila domisili 
pelaku tidak sama dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu 
lintas; dan 
4. Jumlah kerugian yang diderita oleh korban tidak sesuai dengan 
jumlah ganti rugi yang diputuskan oleh hakim. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pada bab terakhir ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari 
permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kesimpulan-
kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Upaya yang dapat ditempuh oleh korban kecelakaan lalu lintas di 
Kota Makassar dalam rangka pemenuhan haknya untuk 
mendapatkan restitusi, antara lain dengan mengajukan 
penggabungan perkara yang di lakukan pada saat persidangan 
sedang berlangsung, selambat-lambatnya sebelum penuntut 
umum mengajukan tuntutan pidana. Upaya lain yang dapat 
korban lakukan di luar pengadilan ialah menyelesaikan dengan 
jalan kekeluargaan. Dengan cara ini, korban akan lebih mudah 
mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang 
dialaminya. Kepolisian juga dapat membantu dalam hal 
pemenuhan restitusi bagi korban dengan cara menjadi mediator 
yang mempertemukan korban dengan tersangka. 
2. Kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan restitusi bagi 
korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar, antara lain 
ketidaktahuan masyarakat awam akan adanya Penggabungan 
Perkara Gugatan Ganti Kerugian di Tingkat Pengadilan, terasa 
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sulit bagi korban karena menyita banyak waktu dan proses yang 
berbelit-belit, domisili tersangka yang berbeda dengan tempat 
terjadinya kecelakaan, dan jumlah ganti rugi yang diputuskan 
tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis kemukakan diatas, 
maka untuk memaksimalkan upaya korban kecelakaan lalu lintas untuk 
mendapatkan restitusi dan meminimalisir kendala-kendalanya, maka 
penulis mengajukan beberapa saran, antara lain: 
1. Pihak Pengadilan perlu mengadakan sosialisasi mengenai 
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian kepada 
masyarakat-masyarakat awam, agar mereka tahu bahwa 
mereka dapat memperjuangkan haknya di Pengadilan sebagai 
salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban. 
2. Mempermudah proses penggabungan perkara tentunya akan 
memudahkan korban untuk mendapatkan haknya dan tidak 
menyita banyak waktu korban. 
3. Penyelesaian dengan jalan kekeluargaan tentunya jauh lebih 
baik apabila ada kesepakatan tentang jumlah ganti rugi. Maka 
dari itu, dibutuhkan peran aktif dari pihak kepolosian untuk 
menjadi mediator yang baik. 
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Saran yang Penulis paparkan di atas, semoga bisa menjadi 
masukan kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum, khususnya 
dalam hal menangani kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum 
Polrestabes Makassar pada khususnya dan seluruh Indonesia pada 
umumnya. 
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